
Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMORÖI TAHUN ^0/6

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

: a. bahwa sesuai dengan asas desentralisasi, dalam
menyelenggarakan pemerintahannya dacrah dibcri
kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah
lain dan pihak ketiga;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 ayat. (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dacrah dapat mengadakan kerja sama
yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat 11
Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 temang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);



5.

6.

7.

Tambahan Lembaran Negara
5234);

Tahun 2011 Nomor 82,
Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
boniTT0 Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4012); H

Undang-Undang Nomor 23p, . — —- Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiaahun 20!4 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia ~ '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentangedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia165 Tahun2005> Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang TataCara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama PemerintahDaerah dengan Pihak Luar Negeri;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas PelaksanaKerjasama Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2009tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan KerjasamaAntar Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.
3.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
Bupati adalah Bupati Lampung Timurs — —
Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah denron

«ota/Kabupaten lain, Pihïk Luar Nege “fan

Ba^an a'aU Daerah



Pasal 3

c.

Bagian Kedua
Tujuan

Bagian Kesatu
Maksud

a.
b.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan -untuk mewujudkan kepentingan bersama van,sahng menguntungkan dalam rangka penyelenggaran Otonomi Daerah
Y g

Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
10. Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) adalahdokumen yang merupakan dasar hukum kerjasama yang telah ditandatangai

BuoXÏÏ P^ melaksanakan kerjasama dengan Gubernur,Bupati/Wahkota Daerah lam, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
' perikatan hukum ïang dilakukan antara

u 1
k

/
y g berkepentingan dan saling memperjanjikanobyek/bidang/tugas/urusan yang dikerjasamakan.

12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki olehpemermtah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh
TT dapat diukur dalam satuan uangasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan iasa

da>a yang dipelihara karena alasan
13. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagaialat pembentahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat ataswewenang dan Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atasnama kepala daerah untuk menenma naskah kerjasama daerah XvaLkanpersetujuan pemermtah daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerahdae/ah^ menyeleSaikan hal'hal lain Yang diperlukan pembuatan kerjasama

14. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama vanakerjasama^ merUPatan wakil dari daerah yang melaktlkanrw.1jctoctl1ld.

15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah timyang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalammempersiapkan Kerja Sama Daerah.

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu:
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah-



f.
g.

h. memngkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskak danmengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelavanan’ umumususnya yang ada diwilayah terpencil, dan perbatasan antar daerah.

d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerahdan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakafe. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masinamasmg pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik-
8

mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama-
keseras,a„. dan keterpaduan dalam berbagai

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama daerah meliputi:a. seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dandapat berupa penyediaan pelayanan publik;b. aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan

pelayanan umxirn"814"3"’ Penyediaan infraatruktur dan

Pasal 5

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

BAB III
PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:a. etika dan moral;
b. efisiensi;
c. efektifitas;
d. sinergi;
e. saling menguntungkan;
f. kesepakatan bersama;
g. itikad baik;
h RqTublikTndonesi^ nMiOnal' W,'ayah Neg“ra K's«ua"
i. persamaan kedudukan;
j. transparansi;
k. keadilan;
1. kepastian hukum; dan
m. akuntabilitas.



Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 6
Subjek kerjasama dalam kerjasama daerah adalah Bupati.

Bagian ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 7

(1) Objek kerjasama daerah adalah keseluruhanmenjadi kewenangan daerah.
urusan pemerintahan yang telah

BAB IV
BENTUK KERJASAMA

Pasal 8

Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama daerah dengan mitra kerjasama wajib memperhatikan nrin^inerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pfsal 4 dan Pasal 6.

Pasal 10

ÜÏÏ™ menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta
^n/atau Lembaga

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 11

a.

b.

(1) Tata cara kerjasama dalam negeri:
Bupati atau yang mewakili dan/atau calon mitra kerjasama dapatmemprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala
ar, k? am dan pihak ke tiga mengenai objek tertentu;pabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerimarencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat



paling

b.

c.

d.

e.

adalah
untuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

identitas para pihak;
maksud;
tujuan;
ruang lingkup; dan

subyek;
latar belakang;
maksud, tujuan dan saran;
obyek/ruang lingkup;
basil kerjasama;
sumber pembiayaan; dan
jangka waktu pelaksanaan.

objek;
ruang lingkup;
hak dan kewajiban para pihak;
jangka waktu;
monitoring dan evaluasi;
pengakhiran;
keadaan memaksa; dan
penyelesaian perselisihan.

a.
b.
c.

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

KerjaSan,a LUaT NegCri ™niadi Langan dan

kesepakatan bersama; dan
c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf bkesepakatan tertulis para pihak dan dapat ditindak laniutimembicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama. J

'2) seTkit mel^^ Sebagai™“ d™ak-d Pada ayat (1) huruf b

1. pemerintah daerah;
2. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah- dandaerah^31 Kem'nteri“ Negeri kepada pemerintah

prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2DaSi^11 dan dlk°nsultasikan °^ek Pemerintah Daerah kepada8Kementerian
Dat ï k Pertimbangan. Pertimbangan Kementerianmenyusun^e^S^ dasar dala">

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak LuarNegen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 kepada Bupati besertlpertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusunRencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah;
rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf n

kdnmeSua" PemWin,ah Daerah kePada Menteri Dalam Negeri, antara

‘"’oiehBuZT ^jasama dalam negeri dilakukan

Pasal 12

Tata cara kerjasama luar negeri:
a. prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal

d.
e. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 24 bulan.(3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dm„a pi sübjSr menyiaPkan pcrjanjian kerjasaml yang memuau



BAB VI
TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VII
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 14

(1) peraSanDdarihDPm d“rah dan masyarakat harus mendapatpersetujuan dan DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belumberiall^ Anggaranj PendaPatan dan Belanja Daerah tahun anggaranberjalan, dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
§

(2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus
dit'ntUkan olah

Pasal 15

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsian Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tehun anggaran be^n tidakdiperlukan persetujuan dari DPRD, kecuali berdampak yang membebani daerahdan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

dErbXht Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidakdiperbolehkan untuk dyaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

Pasal 17

(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana kerjasama

Pasal IT BuS daerah dan ^^akat sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan denganmemh^^ ran<janSan PerJanjian kerjasama kepada Ketua DPRD denganmembenkan penjelasan mengenai: b
a. tujuan kerja sama;

Pasal 13

ki” Tim K°“ Da“ah ** menyiapkan

aXun^e^ Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud padaaLndto£Jmakan bida"S/P°t=™ Daerah yang
Bupati memberitahukan hasil inventarisasi dan pemetaan bidang/potensiDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD.

Kerjasama ^erth k«"gS°taan dan uraian tugas Tim KoordinasiKerjasama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
HASIL KERJA SAMA

Pasal 18
(1) seba8aim“a dimaksud dalam Pasal 16 ayat

PU1Uh “"•>“ -b^-ana dimaksud pada

kerjasama sebagaimana dimaksud pada avatis Z ka~-
Pendapat dan sarannya kepada Bupatk menyampaikan

^"akSUd pada huruf a, dalam waktu paling lama 14
kerjasama dan

membenkan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan p^rsemjuan
“ssssbsffsetelah penandatanganan perjanjian ke^asama ' S) kerJa

b. objek yang akan dikerjasamakan;
c. hak dan kewajiban meliputi:

L k°ntnbysi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vangdibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan Y g

d. bara^ ua"g~a-
C' pemlXZn“'arMn y“6 dibebank“ da“ah dan masyarakat, serta Jenis

,2> “i^ClnTKementerian terkait. embaga Pemerintah Non

Pasal 19

(1' XSSaT18 daPM b€rUPa “"S* SUrat b“barga. bareng dan keuntungan
(2) PemÜT3dTrah dimaksud pada ayat (1) yang meniadi hak

131 Pemerinih“r^^^^ yang menJadl hak



BAB IX
PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 20

«“ ketentuan
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah vang tidakSXSMX*
^^DPR^^ak?8 ke,tentUan kerjasama daerah yang memerlukan persetujuan

mekanismenya s^an^
BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

111 da‘am SatU Perselisihan, dapat
a. musyawarah; atau
b. Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksudfinal dan mengikat.
pada ayat (1) huruf b bersifat

Pasal 22
(1) Apabila Kerjasama Daerah dengan pihak luar

perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan
diatur dalam perjanjian kerjasama.

negeri dan pihak ketiga terjadi
penyelesaian perselisihan yang

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakSnZ PerSehSlhan disele-k- sesuai dengan pe^turan^^^

BAB XI
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 23

Kerja sama berakhir apabila:
a. adanya kesepakatan para pihak;
b. tujuan perjanjian tersebut telah dicapai-
°' ÖïïXmendaSar y“e ^akibatkan perjanjian Kerjasama tidak
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perianiianbSZ” mekanlSme yan« diatur d“lam Perjanjian kerjasama yang
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kerjasama vang lama-f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;

§ ’



g. objek perjanjian hilang;

i1' hal'hal yang merugikan kepentingan nasional dan daerah- ataui- berakhirnya masa perjanjian. ’

Pasal 26

Pasal 27

(1)

(2)

(3)

BAB XIII
BADAN KERJASAMA

BAB XII
DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

Pasal 25

Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah

S'ba^im“a dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat

(1) STÏlSJ”; mitra kerjasama bertanggungjawab untuk menjaganasLhXkeXX menyimpan dan memeliha?a
<2) XIX ja^ab menyusun daftar naskah resmi danmenerbitkan h.mpunan kerjasama daerah untuk setiap tahunnya.

Pasal 24

ber“- —a. menyampatkan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak
b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggune resiko haiV finand,!resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja samamaUPUn



Pasal 28

Pasal 26 dari unsur
a.

b.

c.
(2)

Pasal 29

(1)

(2)

pengakhiran

Pasal 30

pengawasan

Pasal 31

Pasal 32

Zgt^d^
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama yang sedang berialan tetanberlaku sampai dengan berakhimya kerja sama 8 J n tetaP

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalain Peraturan Bupati

P^binaan dan pengawasan teknis atas

"S “=

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari

ke^asÏma ’ penandatanSanan> pelaksanaan stmpai

(1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalamremenntah Daerah mempunyai tugas:
membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi ata«pelaksanaan kerjasama; ë evaluasi atas



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanganDaerah mi dengan menempatkannya dalam Lembaran DaerahLampung Timur.
Peraturan

Kabupaten

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Jebr^ri

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

IWAN NURDAYA

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal JtbrWf
Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

TAUHIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMURPROVINSI LAMPUNG: 14 / LTM /2015



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR Ot TAHUN

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

antar da-™» d“

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan vanp mpn;QH-kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daeTseJTl T

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Bagian kesatu

Huruf a
dengan “Etika dan Moral” adalah bahwa dalamSSka T Ja^ma’ Para Pihak harus mempertimbangkanmlai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat



adalah bahwa dalam

Huruf k
Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa dalammelaksanakan kerjasama, para pihak wajib menjungjungpersamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasamadaerah.

sehingga kerjasama yang dilakukan maupun akibat kerjasama tidakbertentangan dengan norma-norma yang adaHuruf b

rnnl d™aksyd. dengan “Efïsien” adalah bahwa dalamvalt? hTikan kerjaSama’ harus mempertimbangkan nilai efisiensiterXu menekan biaya §una memperoleh suatu hasiltertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yangsama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.Huruf c
Yang dimaksud dengan “Efektivitas” adalah bahwa dalammelaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilaiefektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secaraHuS n bertanggungJawab untuk kesejahteraan masylrakat.
ÏSlL d™aksU,d . ^enSan “Sinergi” adalah bahwa dalamaksanakan kerjasama, diharapkan untuk bisa mewujudkanharmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakatHuruf e J

Yang dimaksud dengan “Saling menguntungkan”adalah bahwadalam pelaksanaan kerjasama, pelaksanaannya harus dapatkeUntunêan bag* Para P^ak dan dapat memberikanmanlaat bagi masyarakat.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kesepakatan bersama” adalah bahwadalam melaksanakan kerjasama, harus dicapai kesepakatan ataupersetujuan para pihak untuk melakukan kerjasamaHuruf g J

Yang dimaksud dengan “Itikad Baik” adalah bahwa dalammelaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai kemauanuntuk secara sungguhsungguh melaksanakan kerjasamaHuruf h

dimak^d deungan “Mengutamakan Kepentingan Nasional daneutuhan Wilayah NKRI” adalah bahwa dalam melaksanakankemenntah Daerah harus dapat memberikan dampakpositif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraanmasyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Huruf i

Yang dimaksud dengan “Persamaan Kedudukan” adalah bahwadalam melaksanakan kerjasama, para pihak wajib menjunjungpersamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukumHuruf j
Yang dimaksud dengan “Transparansi’
melaksanakan kerjasama, para
keterbukaan ' ‘ * pihak harus mempunyaidalam pelaksanaan kerjasama. Untuk dapatmengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif daneiisien, maka perlu menerapkan:
1. Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaankerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrolbagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik.. Kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatanyang sama. Kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalamproses kerjasama.



Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud kerjasama pembangunan dan atau pengelolaaninfrastruktur, antara lain adalah: 5

1. Kerjasama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untukmengatasi masalah-masalah perbatasan. Aglomerasi kekuatan unïukmenmgkatkan daya saing daerah dan efektivitas pelayanan publik
pemba“^ S'""B‘taS dalam '“bijakan dan

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Daerah dengan P™haan swasta yangberbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara Badan Usahad“ktSu^ daa b-baga *d^

1. Kontrak Pengelolaaan Pinjaman/Permodalan: Kontrak Pengelolaan

meZk PeJm°dalan adalaH kerjasama dimana Pemerintah DaerahUsahf SaK auggaran untuk pinjaman/ permodalan kepadaUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya yang

Huruf 1

ien^n “KePastian Hukum” adalah bahwa dalammelaksanakan kerjasama, para pihak harus memnunvai
secara hukum^Ï kerjaSa™a yan§ dilakukan dapat mengikatsecara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasamatiurul m J

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah bahwa kewaiibanemerintah Daerah untuk memberikan pertanggung jawabanmenyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dandSntut d?8 te?ait pelaksanaan kerjasama. Akuntabilitas yang
Daerah ken^ erJaSTa adalah akuntabilitas dari PemerintahDaerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas darimhra kerjasama kepada Pemerintah Daerah, yang meliputia. Akuntabilitas keuangan, Pemerintah Daerah wajibmempertanggungjawabkan setiap keuangan dalam anggaranvaStemb8 JSUKber dari APBD- B«^P bentuk kerjLamay g dikembangkan harus merupakan suatu tindakan yang dapatm^mkA^ kemanfaatan dan efektifitasnya kepada
b. Akuntabilitas dari mitra kerjasama yang dituntut dalamPernerimah^^ apabila kerjasama yang memerlukan dana dariPemerintah Daerah, maka harus ada kesesuaian antara danadSaptan Pemerintah Daerah dengan kineria yang



"aKeuang^^ k'rJaSama ^bentuk
2. Kontrak Kelola (Management Contract/MC): Kontrak Kelola adalahkeoasama dunana Pemerintah Daerah memberikan hak p^olaÏÏat aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentukepada Mitra Kerjasama. Dalam kerjasama ini8 MiS keSsamaterteTt^rS m°dal kerja’ keahlian da" teknologil t ’ fmeIakukan Pengoperasian dan pemeliharaan, meniullproduk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberikompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jSa vandiperoleh dan kegiatan yang dikerjasamakan. J Y g
' °ntrak Patungan (J°int Venture Contract/ JVC): Kontrak Patuneanadalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama MitrapSeXa 'penasahaan pa,unS“ dalam bentukperseroan. Perusahaan patungan mi diberi tanggung jawab ataspembangunan atau pengelolaan suatu aset yang Sdimiliki olehperusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegSan vangmenjadi hngkup usaha perusahaan patungan. Pembagiaf resiko dankeuntungan sebagai hasil dari usaha patungan dFperh^berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal§dari
masing masmg pihak, setelah dikurangi dengan penySsutan biavamodal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan pembaZTn hutZah maSa berakhirnya kontrak, aset atau modflSLa kepada Perusahaan patungan akan dikembalikanePada masingmasing pihak sesuai kondisi sebagaimana yangditetapkan dalam kontrak. y g

4. Kontrak Pelayanan (Service Contract/SC): Kontrak Pelayanan adalahbentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab
t "^k ™el^ksanakan Pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanantertentu dalam jangka waktu tertentu pula Y

5’ ^^Sewa (Lease Contract/LC): Kontrak Sewa (Lease Contract/LC)adalah bentuk kerjasama dimana Pemerintah Daerah menyewasesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada Mitra kerjasama
6 Ko^ dlOperasikaadan dipelihara selama jangka waktu tertenti.innTk\ eS1 (C°nCeSSi°n Contract/CC): Kontrak Konsesi adalah“ kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawabuntuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau sèluruhsistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian danpemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakatdan penyediaan modal kerjanya. masyarakat

7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi:
a) BangUn Kel°la Alih Milik <Build Operate Transfer/ BOT)-Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana Mitra

Jawab membangun proyek infrastruktur,masuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan
pengoperasian dan pemeliharaannya sampai pada waktu tertentuEolX P^ proyek teraebut diserahkanpada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama inidlben tanggunaawab dan hak untuk membangunproyek/kegiatan usaha, termasuk membiavaimengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasamadimana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangunnfrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesaipembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dankepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Mitrakerjasama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara



proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modalinvestasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.
c) Kontrak Bangun Kelola Milik (Build Operate Owned/ BOO) adalahmerupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggungjawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainyadan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya sertamenanggung resiko proyek/ kegiatan usaha yang dilakukan. Mitrakerjasama mendapat pengembalian biaya investasi, operasi danpemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungutpembayarannya dari Pemerintah Daerah atas pemakaianinfrastruktur tersebut. Setelah kerjasama dan pengoperasianberakhir, aset yang dimiliki oleh Mitra kerjasama tersebut tetapmenjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan

pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (Build Lease Transfer/ BLT) adalahmerupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggungjawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya.Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur tersebut melaluiperjanjian sewa beli kepada Mitra kerjasama selama jangka waktutertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, makaPemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan
infrastruktur tersebut. Secara operasional bentuk BLT adalahmerupakan bentuk lain dari BTO, namun dalam hal ini Mitrakerjasama bertanggung jawab untuk membangun proyek termasukpembiayannya dan setelah selesai pembangunannya disewakanuntuk dikelola dan dioperasikan Pemerintah Daerah dengan jangkawaktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, aset proyek yangbersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.

e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (Rehabilitation OwnOperate/ROO) adalah merupakan bentuk kerjasama dimana suatufasihtas infrastruktur milik Pemerintah Derah diserahkan kepadaMitra kerjasama untuk diperbaiki dasn dioperasikan. Mitrakerjasama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi danpemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungutpembayaran dari Pemerintah Derah atas pemakaian infrasttrukturtersebut.
f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (Rehabilitation Operate &Transfer/ ROT) adalah bentuk kerjasama dimana aset atauinfrastruktur milik Pemerintah Derah diserahkan kepada Mitrakerjasama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalamjangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama fasilitastersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Derah.g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (Develop Operate &Transfer/ DOT) adalah meruapakan bentuk kerjasama dimana Mitra

erjasama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudahada. Mitra kerjasama diberikan peluang untuk mengembangkanpotensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasamamduk.
h) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (Add Operate &Transfer/AOT) adalah meruapakan bentuk kerjasama dimana Mitrakerjasama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atasfasihtas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukanrehabilitasi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, bentukkerjasama mi Mitra keijasama memperoleh hak untuk melakukanperluasan atau penambahan suatu fasilitas prasarana atau saranayang sudah ada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, termasukmelakukan rehabilitasi yang dilakukan. Pemberian hak pengelolaankepada Mitra kerjasama dapat dilakukan sebatas prasarana dan



saraiia yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem
Huruf d

aSarana dan Sarana’ baik yang sudah ada maupun yang belum.
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud “membebani daerah” adalah perjanjian kerjasama

1. Menimbulkan dampakyang luas bagi lingkungan hidup;
’ ï dampak yang luas bagi kehidupan social dan budayamasyarakat Kabupaten Blitar y

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas



Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR O(


